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PERATURAN BUPATI EEKASI
NOMOR 1V TaEms 2013

TENTANG
PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,

hahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 1 Tabun
2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten
Bekasi Tahun Anggaran 2013, perlu ditetapkan Peraturan Bupat:
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembeniukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provins: Jawa Baral
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomeor 4 Tahun 1968 tentang
Permbentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1450
tentang  Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dulam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomaor 31, Tambahan Lembaran NMepara
Republik Indonesia Nomor 2851},

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa Kali
terakhir dengan Undang-Undang Momor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant  Undang-Undang
Momor 5 Tahun 2008 tentang Perubshan Keempal Atas Undong-
Undang Nomer 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembiran
Nepara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumn dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun [985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomao
3312| sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomaor
12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
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: %38 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3569)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 097 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Megara Republik Indoncsia
Nomor 3686), sebagaiamana 1elah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
IGET);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggarian
Megara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolust dan Nepotisme
|Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1899 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 385 ).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Iindonesia Nomor 3854) sebapaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
ILembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286}

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
3, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4355

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemoriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembuaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400}

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nemor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintshan
Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4437}
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daeran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
2%, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4844

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Duocerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44381
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah din
Reinbusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tuhun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi
Nomaor 50449

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukin
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Peyawal
Negeri Sipll (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (977
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
J098), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir denpgan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan
keempat belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2012 Nomor 32);

Peraturan Pemerintah Nomar 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
heuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilun
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4316} sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Lertang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan  Anpgota
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Nigara
Republik Indonesia Nomor 4712}

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 43502), sehbagaimana telah diubuh
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 teniang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tamabahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5340}

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 lentang Duara
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negaras Republik Indoncsia
Naomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sislem
Informas: Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tehun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576} sebagaimana telah diubah dengan



Pemerinish Nomor 536 Tahun 2005 teritang Siated
: Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
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Keuangan Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia
Nomor 4378}

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan  Penerapan Standar  Pelayanan Minimal
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Momor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24, Peraturan Pemerintah Momor 72 Tahun 2005 tentang Drsy

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587,

. Peraturan Pemerintah Momor 73 Tahun 2005 tentang Kelurshan

|Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

Peraturan Pemenintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593},

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengeloluan
Barang Milik Negara/Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia MNomor 4609 sebagaimana telah diubab dongon
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perubohan
Atas Peraturan Pemernntah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Penigelolaan Barang Mihk Negara/Daerah |Lembaran Negira
Republik Indonesta Tahun 2008 Nomo 78, Tambahan Lembarin
Megara Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 MNomor 25, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Lapuoran
Penyvelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Informasi Laporan
Penvelenggaraan Pemenntahan Daerah  kepada Masyvaraka
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Perublik Indoncsia Nomor 46593,

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provins: dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahuan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolian
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik  Indoncsia




Ll

uran Pemerintah Nomor 4! Tahun 2007 tentang Urganisas
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dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Eepublik Indoncsia
Tahun 2008 Nomer 20, Tambahan Lembaran WNegara Repulilik
Indonesia Nomor 4816];

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentanp Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomor 4972) sebapaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Momor 5 Tahun 2000
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik  [Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2012 Nemor 195, Tambahon
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 535 1];

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedomon
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 lentang Tata Cura
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Momor 25, Tambuahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tabun
2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang seria
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintsh
Wilavah Praovinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomaor 4209);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

Peraturan Pemernintah Nomor 71 Tahun 2010 lentang Suandar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republil
Indenesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomaor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 14);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Diacrah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52721
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. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenlang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  sebagaimana  telub
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalm
Negeri Momor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua alas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tontang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Dagrah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bancansan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Peraturan Kepaldg
Dagrah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belangs
Dacrah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter
Calam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan aws
Peraturan bMenteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tenting
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangun
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Peraturan Kepalo
Dagrah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanga
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 21 Tahun 2007 tenmang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Serta Tata Cara
Pengembalian  Turjangan Komunikasi Intensil dan  Duna
Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tenluang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD,
Pengajuan, Penvaluran, Dan Laporan Pertanggungjawabion
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dar: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana welah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Angpgaran Pendapatan dan
Belanja Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab
Tahun Anggaran 2013;




. m&bﬂpamn Eekam Nomor 7 Tahun 2009 wniang

as5i Perangkat Daerah Pemcrintah  Kabupaten Bekass
= ' telah beberapakall diubah terakhir dengan Peraturan
‘Daerah Kabupaten Bcekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Dacrah Kabupaten Bekasi Nemor
7 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012

Nomor 8};

52, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pembentukan PT, Bumi Bekasi Java |(Lembaran Daerah Kabupaten
Bekasi Tahun 2010 Nomor 1);

53, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2010 wntang
Pembentukan PT. Bekasi Putera Java (Lembaran Dacrah
Kabupaten Bekas: Tahun 2010 Nomor 2);

54, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011
Nomor 1f;

55, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Retribusi Daerah |(Lembaran Dacrah Kabupaten Bekasi Tahun
2011 Nomaor a);

56. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2011
tentang Penambahan Modal Kepada PT. Tirta Bhagasasi (Lembaran
Dacrah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 11);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 15 Tahun 2011
lentang Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah  Tahun
Anggaran 2012  |(Lembaran Dacrah  Kabupaten  Bekasi
Tahur 2011 Nomor 15). '

98, Reputusan  Bupati Nomor 445/Kep.206-RSUD/2011  tentang
Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Schagu
Badan Lavanan Umum Daerah.

MEMUTUSHKAN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
3= DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013,
Pasal 1

Angpsran  Pendapatan dan  Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 berjumlab
Kpo 3. 10%.952.042.120,00 dengan rincian scbagad berikout :

1, Pendapatan Daerah Rp 2.761.133.467 818,00
2. Belanja Daerah Rp. 3.083.568.057.457.00

{1
Surplus/ [Defisit) Rp. (322.434.588.639,00|




3. Pembiavaan Dacrah :
a. Penernmaan Rp. 348.818.574.302,00

b. Pengeluaran Rp. 26.383.984.663,00

Pembiavaan Netto Ep. 322.434.589.639,00
+]

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan
Rp.

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut
pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian wvang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

FPasal 4

Peraturan ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekast,

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 25 Januari 2013
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